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BUPATI LEBONG
PROVINSI BERGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR3% TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

Julasn Rays
Ne. TIp 073
Kabupaten Lebong Proviosl Beoghulu

KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang standar operasional prosedur di lingkungan
pemerintah provinsi fkabupaten dan kota, selanjutnya
perlu  menetapkan standar operasional prosedur
organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah
hitbupaten Lebong;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada hurufl a di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Lebong.

1.Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 tentang

pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4349);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5038},

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
{Adonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
déngan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
teatang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembntukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
[ndonesin  Tahun 2019  Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 6, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,3'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5479);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 1e_ntang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pPemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan pemerintah Dﬂcrgh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOF)
Administrasi Pemerintahan;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
7011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP| di
lingkungan Pemerintah Provinsif Kabupaten dan Kota
!r?;lir:m Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomeor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYU
SUNAN
gmmgamn;amsnjgnu PROSEDUR ORGANISASI
T DAERAH DI LINGKUNGAN P
KABUPATEN LEBONG EMERINTAT
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

hal‘:']tjm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
aerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;

P!.‘mm'i.nmh Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
Bupati adalah Bupati Lebong;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong

o wmewLn=

kerja perangkat kerja di lingkungan pemerintah kabupaten lebong;

di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala QPD,

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; dan

8. Penyelenggaraan pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten lebong.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan SOF ini dimaksudkan sebagai acuan bagi OPD/unit kerja
di lingkungan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan,
menyusun, memonitor, mengevaluasi, serta mengembangkan SOP dalam

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Pedoman penyusunan SOP ini bertujuan untuk !
a Membantu setiap OPD/unit kerja dalam penyusunar SOP;
b. Menyempurnakan proses penvelenggaraan pemerintah;
c. Meningkatkan akuntabihitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II1
MANFAAT
Pasal 3

(1) Sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan,
memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan menjadi tugasnya;

(2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas;

(3) Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual pegawai dalam organisasi secara keseluruhan; dan

(4) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dan aspek mutu, waktu
dan prosedur.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penyusunan sop ini adalah seluruh proses
penyelenggaraan pemerintah termasuk pemberian pelayanan internal maupun
eksternal yang dilaksanakan oleh Opd/unit kerja pemerintah daerah.

Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disinghkat OPD adalah satuan
. Unit kerja adalah level tertinggi sampai level terendah pada OFD yang berada
Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
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BAB YV
PRINSIP-PRINSIPF SOP
Pasal 5

Prinsip SOP terdiri atas :
A, P'rnnsip penyusunan SOP; dan
b, Prinsip pelaksanann SOP,

Prinsip penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 8 sebagal
berikut : udah
Kemudahan dan kejelasan yaitu prosedur yang distandarkan harus
dimengerti dan diterapkan oleh semun pegawal;

Efisiensi dan efektifitas vaitu prosedur vang distandarkan hnrlus merupakan
prosedur yang paling efisicn dan efektil dalam pelaksanaan (Ugns; B
Keselarasan  yaitu  prosedur  yang distandarkan harus selaras denga
prosedur-prosedur standar lain yang terkait;

Keterukuran vaitu output dari prosedur yang distan‘darkan mcngﬂﬂdm_'lg: standar
kualitas(mutu) tertentu yang dapat diukur pencapalan kchcrhasﬂann}a,t dapat
Dinamis yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepa
disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanarn; .

Berorientasi pada pengguna yaitu prosedur yang distandarkan harus
mempertimbangkan kebutuhan pengguna, .
Kepatuhan hukum yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi
ketentuan peraturan pemerintah yang beriaku; dan R o
Kepastian hukum yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan ole
pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaall, d11al.-c:sanakan, dan
menjadi instrument untuk melindungi pegawai dan kemungkinan tuntutan
hukum. i
Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b sebagai
berikut :

Konsisten yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari wak;u k:e “‘Elkl'.L}, oleh
siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi peqienntah;
Komitmen yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dan ac!uru_h
jajaran organisasi dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang terungey,
Perbaikan kelanjutan yaitu harus terbuka terhadap
p-unycmpumuan-p:nycmpurmmn untuk memperoleh prosedur yang efesien dan
efektil;

Mengikat yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya yang
sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

Seluruh unsur memiliki peran penting yaitu seluruh  pegawai memiliki
peran-peran dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan

Terdokumentasi dengan baik yaitu seluruh prosedur yang telah distandarkan

harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan referensi
bagi setiap mereka yang memerlukan.

BAEB V1
JENIS DAN FORMAT SOP
Pasal 6

Prinsip SOP terdiri dari :
a. SOP Teknis; dan
b, SOP Administrasi.

SOP teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah SOP vang

sangat rinci dan bersifat teknis, dimana setiap prosedur diuraikan dengan
sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain,

SOP teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf TR AR
sehagai berikut : (1) a memiliki ciri-ciri
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(6)

a. Pelaksana prosed
ur (akt - s

kesatuan kerja; dan (aktor) bersifat tunggal yaitu satu orang atau satu
b. Berisi . |
SO]E'T:! i mc!nk“k““ pekerjaan atau langkah rinci pelaksanaan pekerjaan.
, dministrasi sebagaimana dimaksud pada aynt (1) hurul b adalah SOP
liPi;T'lg. GEpRFintuklom bagi jenis pekerjaan yang bersilat administratif.

nyusunan SOP harus memperhatikan format SOP, schingga mempermudah
F?“E;Eg;:gamsaslann}-a dan memudahkan bagi para pengguna dalam memahami
i15i ]
Tahapan penyusunan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Fasal 7

Faktor vang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP

adalah:

a. Berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperluka
prosedur; dan

b. Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur.

Format SOP dapat berbentuk :

a. Langkah sederhana (simple step);

b. Tahapan berurutan (hierarchical steps);

¢. Grafik (graphic); dan

d. Diagram alir (lowcharts)

Format langka sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a

digunakan jika prosedur yang akan disusun memuat sedikit kegiatan dan

memerlukan sedikit keputusan.

Format tahapan berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

digunakan jika prosedur yang disusus panjang, lebih dari sepuluh langkah

membutuhkan informasi lebih detail dan memerlukan sedikit keputusan,

Format grafik scbagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c digunakan jika

prosedur vang disusun jika memerlukan banyak kegiatan yang panjang dan

spesifik; dan

Format diagram alir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan jika

dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak dengan

jawaban ya atau tidak.

n dalam suatu

BAB VII
SYARAT
Pasal 8

Syarat SOF meliputi :

a. Menghasilkan paling sedikit 1 (satu) output tertentu;

b. Mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi,

c. Mengacu kepada peraturan perun dang-undangan yang berlaku;
d. Memperhaukan SOF lainnya yang berlaku; dan

e. Memperhatikan id entifikasi kebutuhan SOP.

BAB VIl
SIKLUS SOP
Pasal 9
(1) Siklus SOP meliputi :
a. Persiapan;

b. Penilaian kebutuhan;

c. Penyusunan;

d. Penerapan; dan

e. Monitoring dan evaluasi.
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(2) Urnian siklus SOP, format, cara pengisian serta contoh sor ?chﬂgﬂimgnﬂ
tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahican &7
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGESAHAN
Pasal 10
. it kerja dan
(1) SOP di lingkungan OPD/unit kerja dlﬂﬂhkﬂﬂ.ﬂlﬂhlke]jala OPD/umit k&4
ditetapkan dengan Keputusan kepala OPD/unit kena. 1a UPT
(2) SOP di lingkungan UPT disahkan dengan Keputusan kepa ey .nleh Sekretaris
(3) SOP lintas bagian di lingkungan Sekretanat Daerah disa ,
Daecrah dan ditetapkan dengan I-Ccputus.nnﬁekretana Daesrﬂk;cmﬁa Dewan dan
(4) SOP di lingkungan Sekretans Dew:;m_ disahkan olech Se
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan. . Bupati.
(S) SOP lintas OPD disahkan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan up
BAB X
MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Kepala Opd/Unit Kerja Wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan
internal terhadap pelaksanaan SOP. .

(2) Kepala Opd/Unit Kerja melakukan pengembangan SOP sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 12

(1) Dalam rangka efisiensi dan evektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi
secara berkala paling sedikit 1 [satu) kali dalam 2 [dua) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong/Unit kerja yang berwenang melakukan
evaluasi SOP di lingkungan Pemerintah Daerah atau Lembaga Independen yang
meminta bantuan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
LAPORAN
Pasal 13

Setiap hasil penyusunan SOP pafia OPD/Unit kerja dilaporkan kepada Bupati
melalui Bagian Organisasi Sckretariat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unit kerja
yang berwenang melakukan evaluasi SOP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perat
Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Operasion
Perangkat Daerah di lingkun
dan tidak berlaku.

uran Bupati Lebong Nomor 16

: al Prosedur {SOP| satuan keri
gan Pemerintah Kabupaten Lebong rlin_s,-z]takan dica?:tll::



BAB XIIl
/ PENUTUP
Pasal 15

Perati Bt :

e e coupatiinl mled bertalos it taggal dundangha

iri dengan ng mengetahuinya, memerintahkannya pengundan
gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

gan Peraturan Bupati

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 18 Agustus 2020
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Lampiran | Peraturan Bupati Lebong
Nomar 39 Tahun 2020

Tanggal 18 Agustus 2020

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP

Tahapan penyusunan SOP meliputi;

1.Persiapan

8. Membentuk Tim dan kelengkapannya.
1}Tim terdiri dan sekurang -kurangnya:
a.kKetua: Sekretans Komponen;
b.Koordinator masing - masing OPD;
¢.Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan alau Kepala B
d.Anggota: Pejabat yang membidangi SOP, Pejabat eselon
Stal.
2)Tugas Tim antara lain:
a melakukan identifikasi kebutuhan SOP;
b.mengumpulkan data dan infarmasi;
¢. melakukan analisis prosedur;
d.mengkoordinasikan penyusunan SOF;
L — e mengkoordinasikan ujicoba SOF,
{. melakukan sosialisasi SOF,
g mengawal pelaksanaan S0P
h melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOF;
i Melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan -
penyempurnaan SOF; dan
j. melaporkan hasil - hasil pengembangan 50OF.
3) Kewenangan Tim antara lain:
a memperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain;
b. melakukan reviu dan pengujian,
c. melakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif prosedur yang
akan distandarkan;
d.menyusun SOF, dan
e mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota Tim untuk
direviu.
b.Memberikan pelatihan - pelatihan kepada anggota Tim.
¢.Seluruh anggota Tim harus memperoleh pembekalan yang cukup tentang

agian Umum; dan
i dan IV serta

- penyusunan SOF agar Tim dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan
outpul yang diharapkan.
d.Tim menginformasikan kepada seluruh OPD tentang kegiatan penyusunan
SOP.
2 ldentifikasi kebutuhan SOP.
a Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi
I' kebutuhan SOF:
] 1) prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi satuan
unit kerja;
2} Prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua

anggota organisasi,
3)aktifitas yang dikerjakan secara rutin danfatau berulang - ulang;
4)prosedur kerja yang akan di SOP kan mempunyai tahapan ker'a&
yang jelas, dan .
s5ymempunyai output yang jelas.
b.ldentifikasi kebutuhan SOP dilakukan den '
1}kondisi internal organisasi ( Lingkungan Eggcgzzﬁzil‘t;]'nbnngkan;
2)peraturan perundang - undangan; '
J)kebutuhan organisasi dan stakeholdernya; dan
4)kejelasan proses identilikas: kebutuhan.

- SR
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c. IHaSil identifikasi kebutuhan §
Inventarisasi judul SOP,
3.Analisis kebutuhan sop.

Hal -hal yang perlu diperhatikan

a.prosedur kerja harus sederhana;

b. pengkajian dilakukan sebaik -baiknya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
¢. prosedur yang feksibel;

d.pembagian tugas vang tepal;

€. pengawasan terus - menerus dilakukan; .

f. penggunaan urutan pelaksanaan pekerjan yang sebaik - L‘lall-:nj.'ﬂ:_dﬂﬂ
g.tiap pekerjaan yang disclesaikan harus dengan memperhatikan tujuan.

OP disusun menjadi daftar

ghasilkan nama dan

Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP maka akan men
nomor SOP

kode nomor SOP. Untuk membantu menyusun "“”Ea‘dﬂ" kode
dapat digunakan tabel scbagaimana contoh di bawah 1ni:

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL NOMOR SOF
SOP

NO.

4.Penulisan SOP. :
Penulisan SOP dilakukan sccara cermat dengan mempertimbangkan berbagai

unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan kriteria mengacu kepada
format SOF dengan memperhatikan aspn::k tingkat ketelitian, kejelasan dan
ketepatan  sehingsa dapat mcpghasﬂkan scbuah SOP vyang bisa
dipertanggungjawabkan dengan baik.

5 Verifikasi dan ujicoba SOP. .
Rancangan S0P yang t_elah disusun perlu dilakukan verifikasi atau
ujicoba untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih
dengan SOP lainnya. Rancangan SOP yang sudah diverifikasi tersebut
dilakukan ujicoba secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk
melihat sampai sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan
SOP dalam pelaksanaannya.

6 Pelaksanaan

a Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan
perencanaan pelaksanaan vang meliputi:
1) penetapan jadwal sosialisasi;
2)penetapan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan
3}penyiapan SOP yang akan disosialisasikan.

b. Beberapa hal yang harus diketahui Tim penyusun SOP:
1)jumlah SOP yang akan diterapkan;
2)siapa yvang menjadi target pelaksanaan,
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3)informasi apa yan ‘ :
g akan disampaika :
4)cara memantau pelaksanaan., paikan kepada target; dan
7. Sosialisasi.

Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilaksanakan
dalam upaya penerapan SOP disetiap unit kerja dengan cara.

a.penyebarluasan informasi dan / atau pemberitahuan;
b. pendistribusian SOP; dan _
C. penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau sesual
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

8.Pelatihan pemahaman. o s
Pelatihan vyang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan te SDI;'
pendampingan, simulasi ataupun pada pelaksanaan sehari-hari agar
dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

9.Monitoring dan evaluasi

a. Monitoring. ) ! :
Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan spmastEs kﬁ:ﬁ
pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang terca_mtl_lmh 1 dan
SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin tim uP; "
menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelak:sanaf}n- 4 ﬂﬂﬂn
monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interviu enga
pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.

b. Evaluasi.

Merupakan sebuah analisis yang sisten*{atis terhadap serangkalan
proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOF
dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan E{ERFI!’I[HE pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP,
evaluasi SOF dapat dilakukan dengan mengacu pada penyempurnaan-
penyempurnaan terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan
sejauhmana diperlukan SOF yang baru. y
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FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Halaman Judul

-

PEMERINTAHAN DAERAH
OFD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRAS] SURAT MASUK DAN SURAT |

KELUAR

Identitas instansi

Judul SOP darn

Identifikasi

1. Informasi Prosedur yang akan distandarkan

kebutuhan

Lesg ORCANISASI]
Pemerintah
Daerah PEMERINTAH DAERAH

Nomor Standar
Operasional

......................

Prosedur

Tegl Pembuatan

++++++++++++++++++++++

Tal Revisi

Tgl Pengesahan

Dhsahkan Oleh

mEEEEEEEEE e

Nama Standar

Operasional
Prosedur

I

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

l.
2,

smamdEEEEdESINE NS

AmsrmEEE R RS

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1.

bR R L R L L N TR

\;;



Peringatan

taan

Pencatatan dan Penda
e —

I

1.

--------- SRR ERE

2. FEEE FEEAFEEEESA AR R AR EEE

-

Cara pengisian :

- Gperasional |

()

Nomor Standar
Operasional Prosedur

(2)

Tanggal Pembuatan

si dar _
Diisi dengan nomor Stan e e,
Prosedur , yaitu (No Eomppncrll.PEﬂ:;:dur;
Bagian, No Standar Qperasiona

__—— ioongesahan Standar
Diisi dengan tanggal pengesahan Stan

Operasional Prosedur
Standar Dperaainnal

Diisi dengan tanggal

Prosedur direvisi
Diisi dengan tanggal mulai berlaku
eten yang

an jabatan yang berkomp

rosedur yang akan

Diisi dengan nama p

ran peru ndang-undangan

Diis1 dengan _pemtu
vang menjadi dasar
Operasional Prosedur

disusunnya Standar

Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi
pegawai yang dibutuhkan dalam
melaksanakan perannya pada prosedur yang

“Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan
prosedur yang distandarkan dengan prosedur
lain yang distandarkan

-—

Diisi dengan penjelasan mengenai daftar
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

(3) | Tanggal revisi
3 | Tanggal pengesahan |
(3] Disahkan oleh Diisi deng
N Standar
" ama St distandar kan
Operasional Prosedur
(7) | Dasar hukum
{8) Kualiikasi pelaksana
distandarkan
(9 Keterkaitan
[10) | Peralatan / perlengkapan

Peringatan

Diisi dengan.

- Penjelasan mengenai kemungkinan-
kemungkinan risiko yang akan timbul
ketika prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan.

- Peringatan memberikan indikasi
berbagai permasalahan yang mungkin
muncul dan berada di luar kendali
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan
dan berbagai dampak yang mungkin
ditimbulkan.

- Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana

cara mengatasinya.




(12)

[ Pencatatan dan
pendataan

e e
Diisi dengan penjelasan mengenai hf-'l:bﬂEEﬂIl_
hal yang perlu didata, dicatat atau dipara
oleh setiap pegawai yang berperan da]laa E
pelaksanaan prosedur yang e

distandarkan

Uraian prosedur

]
Langkah kegiatan secara rinci dan sistematis
dari prosedur yang distandarkan

(14) | Pelaksana

: > melak tu
Diisi dengan jabatan yang melakukan sua
proses/ aktivitas

(15) | Kelengkapan

lisi ' i daftar
Diisi dengan penjelasan mengenat d
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

16) | Waktu

——— -
Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan
dalam melakukan suatu proses/ kegiatan

{17) | Output

Diisi dengan hasil/ keluaran dari suatu
proses/ kegiatan

(18) | Pengesahan

Diisi dengan Nama dan tandatangan
Kepala OPD

2. Uraian Prosedur

u

raian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku Ket

Pelaks | Pelaks | Pelaks | Persy | Waktu | Output
1 2 3 r/
Klk
pn
1
2
3

» Cara Pengisian:

(1)

 Uraian Prosedur

Pelaksana

Diisi dengan proses sejak dari kegi

der eglatan
mulm_dﬂakukan sampai dengan ilegiatan
selesai dan keluaran di hasil kan untuk
setiap STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

I.'iEE.'I:Iai dengantugas pokok dan fungsi
eglatan masing -masing uni isasi
yang bersangkutan, SRS A

2)

Diisi dengan pelaksa
bersangkutan, mulai dari jabatan

tertinggi sampai den i
(fungsional umum fatg‘}ln.lﬂbatan terendah

na kegiatan yang

- - -— T —_—



/ CRETTI T

r—
|
|

Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan |
yang diperlukan, waktu Vilg, :Iiprrluknﬂ

‘ untuk menyelesaikan kegiatan dan cufput

pada setiap aktivilas yang dilakukan.

3. Simbol - Simbol

: n
Penyusunan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akhirnya aElLitc':n
mengarah pada terbentuknya diagram alir yang mﬁnﬂﬁambmkﬂn
aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi.

Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol
sebagai berikut:

[ SIMBOL Sebutan DEFINISI

M

| Terminator Simbol ini digunakan untuk
' menggambarkan awal /
mulai dan akhir suatu

| | bagan alir.

Proses Simbel ini digunakan untuk
menggambarkan proscs
pelaksanaan kegatan.

Pengambilan Simbol ini digunakan untuk
Keputusan mengpambarkan keputusan
yang harus dibuat dalam
proses pelaksanaan
kegiatan.

Dokumen Simbol ini digunakan untuk

menggambarkan semua
jenis dokumen sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan.

e

Penggandaan | Simbol ini digunakan
Dokumen untuk menggambarkan

penggandaan dari semua
jenis dokumen.

Arsip Manual | Simbol ini digunakan untuk
menggamba rkan semua
jenis pengarsipan dokumen
dalam bentuk kertas/
manual.




File

Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan semua
jenis penyimpanan dalam
bentuk data/ file.

Simbol ini digunakan
untuk menggambarkan
perpindahan aktivitas
dalam satu halaman.

Konektor

0
u

Simbol ini digunakan untuk

menggambarkan
perpindahan aktivitas dalam
halaman yang berbeda.

Garis alir

Simbel ini digunakan untuk
menggambarkan arah
proses pelaksanaan
kegiatan.
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